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Pornografi anak secara daring merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak yang terus meningkat seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi informasi. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering menjadi target utama, 

baik sebagai korban maupun objek eksploitasi. Kemudahan akses internet, lemahnya pengawasan, dan rendahnya 

literasi digital menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memiliki 

peran strategis dalam menangani ancaman ini. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan 

sumber daya, teknologi yang cepat berubah, dan kompleksitas jaringan kriminal yang bersifat lintas negara. Oleh 

karena itu, diperlukan sebuah strategi komprehensif  untuk mencegah dan menangani kasus pornografi anak secara 

daring dengan efektif

Deskripsi Proyek Perubahan



Direktorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim Polri
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Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk 

melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, 

yaitu computer crime dan computer-related crime.

Computer crime adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya 

adalah peretasan sistem elektronik (hacking), intersepsi ilegal (illegal interception), pengubahan tampilan situs web (web 

defacement), gangguan sistem (system interference), manipulasi data (data manipulation). Computer-related crime adalah 

kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam jaringan (online pornography), 

perjudian dalam jaringan (online gamble), pencemaran nama baik (online defamation), pemerasan dalam jaringan (online 

extortion), penipuan dalam jaringan (online fraud), ujaran kebencian (hate speech), pengancaman dalam jaringan (online 

threat), akses ilegal (illegal access), pencurian data (data theft).

Guna mendukung pembuktian kejahatan siber, Dittipidsiber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas 

pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensik. Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber telah meraih ISO 

17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam 

hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Oleh karena itu, Dittipidsiber juga melayani pemeriksaan 

barang bukti digital dari berbagai satuan kerja, baik dari tingkat Mabes hingga Polsek. Selain itu, Dittipidsiber juga menjalin 

kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, guna memudahkan koordinasi dalam pengungkapan 

kejahatan siber yang bersifat transnasional dan terorganisir.

Gambaran Organisasi
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Visi Misi Direktorat Tindak Pidana 
Siber Bareskrim Polri

Visi
Sebagai kesatuan terdepan yang bisa 

dihandalkan dan siap melaksanakan 

tugas penyelidikan dan penyidikan 

terhadap tindak pidana yang terjadi 

pada perangkat elektronik dan tindak 

pidana yang dilakukan dengan cara 

menyalahgunakan teknologi informasi 

serta memberikan dukungan teknis 

penyelidikan dan penyidikan bagi 

kesatuan Polri lainnya

Misi
 Memperkuat & meningkatkan kemampuan personal & peralatan guna 

setiap saat siap melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan 

pemeriksaan terhadap barang bukti digital yang terkait dengan tindak 

pidana terhadap perangkat elektronik dan/atau menyalahgunakan 

teknologi informasi

 Memberdayakan Kerjasama dengan stakeholder baik yang berada di 

dalam maupun di luar lingkungan organisasi Polri baik dari kalangan 

pemerintah maupun privat sektor yang bergerak di bidang teknoligi 

informasi

 Mengembangkan metodepelayanan digital Forensic dan dukungan teknis 

laiinya kepada instansi pemenita secara professional, transparan dan 

akuntabel tanpa diskriminasi

 Memelihara peralatan dan infrastruktur yang berada di lingkungan 

Direktorat Tindak Pidana Siber secara penuh tanggungjawab
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Gagasan Kreatif

Adanya unit khusus yang menangani tindak pidana 

yang menangani terkait pornografi anak;

    Adanya regulasi khusus tentang pornografi anak;

    Peningkatan kualitas dan kuantitas komptensi 

personil dengan cara pelatihan;

    Tersedianya sarana dan prasarana khusus terkait 

pengembangan teknologi penanganan pornografi 

anak

Kondisi yang diharapkan 
Direktorat Tindak Pidana Siber sebagai salah satu 

instansi pemerintah yang menyelenggarakan 

pelayanan publik senantiasa berupaya meningkatkan 

pelayanannya demi kepuasan masyarakat di 

antaranya melalui pencegahan dan penanganan 

keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun peningkatan pelayanan pencegahan dan 

penangangan pornografi anak belum maksimal. 

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah 

satuan kerja yang berada dibawah bareskrim polri 

yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum 

hadap kejahatan siber.
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Tujuan

Jangka Panjang (2 Tahun)

1.Terbentuknya tim efektif.
2. Tersedianya bahan dan materi 

terkait informasi dan data dari 
seluruh stakeholder 

3. Tersedianya SOP tentang 
pencegahan dan penanganan 
pornografi anak .

4. Terbitnya Surat Edaran dan Surat 
Telegram ke jajaran terkait 
pencegahandan penanganan 
pornografi anak.

5.Terwujudnya kerjasama dengan 
stakeholder terkait pencegahan dan 
penanganan pornografi anak

6.Tersedianya sarana dan prasarana 
IT.

7.Peningkatan SDM yang terlatih.
8. Terlaksananya sosialisasi 

pencegahan dan penanganan 
pornografi anak kepada para 
stakeholder dan masyarakat.

9. Tersedianya brosur,banner dan 
stiker terkait pencegahan dan 
penanganan pornografi anak.

10. Terwujudnya koordinasi juga 
harmonisasi dan perubahannya agar 
praktik penanganan pornografi anak 
optimal dengan Lembaga-Lembaga 
terkait diantaranya Kemenko 
Polhukam, Kemendikbud, KemenPPA, 
Kemensos, Kemenkominfo, 
Kemenkumham dan KPAI

Jangka Mnengah (1 Tahun)
1.Terwujudnya MoU antara 

Dirtipidsiber Bareskrim Polri  
dengan 
Kementerian/Lembaga 
tentang pencegahan dan 
penanganan pornografi  anak

2.Terwujudnya interaksi 
berbasis IT antara Dittipid 
Siber Bareskrim Polri  dengan 
stakeholder serta 
Masyarakat

3. Implementasi pencegahan 
dan penanganan pornografi  
anak pada Badan Reserse 
Kriminal Polri  

Jangka Pendek (0-2 Bulan)

1.Tercapainya kesadaran Masyarakat 
dan pengguna jasa IT untuk 
melaporkan atau 
menginformasikan setiap kejadian 
tindak pidana pornografi anaka 
yang terjadi dengan menggunakan 
portal yang telah di miliki 
Direktorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim Polri

2.Tercapainya pelayanan Bareskrim 
Polri  khususnya Direktorat Tindak 
Pidana Siber berbasis IT yang 
terselenggara dengan cepat, tepat, 
akurat, transparan, akuntabel,  
informatif dan mudah diakses

3.Penangan pelaporan pornografi 
anak menjadi mudah, cepat dan 
tepat



Internal
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Tersedianya bahan dan materi terkait informasi 

dan data dari seluruh stakeholder

Tersedianya SOP tentang pencegahan dan 

penanganan pornografi anak

Terbitnya Surat Edaran dan Surat Telegram ke 

jajaran terkait pencegahan dan penanganan 

pornografi anak.

Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder 

terkait pencegahan dan penanganan pornografi 

anak.

Tersedianya sarana dan prasarana IT.

Bareskrim Polri dengan Kementerian/Lembaga 

tentang pencegahan dan penanganan 

pornografi anak 

Manfaat
Eksternal

Masyarakat mendapatkan kemudahan 
informasi dan kecepatan dalam pencegahan 
dan penanganan kasus pornografi anak 
Adanya peningkatan pelayanan secara IT dan 
memberikan rasa aman dari ancaman 
kejahatan tindak pidana siber khusus 
pornografi anak
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Milestone Proyek Perubahan
Jangka Pendek

NO TAHAPAN UTAMA Bulan OUTPUT PERAN PROJECT LEADER STAKEHOLDER

A Jangka Pendek Waktu 2 Bulan September Oktober Nopember

1 Pembentukan Tim Efektif
a. Rapat Pembentukan Tim Efektif
b. Penyusunan Draft Sprint Tim Efektif
c. Pengesahan Sprint  Tim Efektif
d. Pendistribusian Tugas Dan Sprint Tim Efektif

Terbentuknya Tim Efektif Dengan 
Sprint Tim Efektif

Menyusun tim efektif

2 Tersedianya b ahan dan mater i  terka i t  informasi  d an  data  
dar i  se luruh  stakeholder  

Terlaksananya Koordinasi Dengan 
Stakeholder Internal Dan Eksternal
Dokumentasi Dan Notulensi

Memberikan sosialisasi dan pengaran

3 Tersedianya SOP tentan g p en cegahan d an penan ganan 
po rn ografi anak 

SOP Memimpin rapat rancangan dan finalisasi SOP 

4 Terb i tnya S urat  Ed aran  dan  Surat  Te legram ke  ja ja ran  
terka i t  p encegahan d an  penanganan p orn ografi anak.

Sosialisasi Mengadakan pertemuan dengan jajajran

5 Terwujud nya  ker jasama d en gan stakeh old er  terka i t  
pencegahan  dan  p en anganan  po rn ografi anak

Focus Discussion Group (FGD) Meminpin pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait

6 Tersedianya sarana  d an prasarana  IT. Adanya ruangan khusus yang 
menangani TP anak

Mengkoordinasikan dan melaporkan terkait penyiapan 
Srana dan Prasarana IT 

7 Pen ingkatan  SDM yang ter latih. Dokuemntasi dan Laporan Melaksankan pelatihan untuk personil

8 Ter laksananya sos ia l i sas i  p en cegahan dan pen anganan  
po rn ografi anak kepad a p ara  stakeho lder  dan masyarakat .

Dokumentasi dan Laporan Melaksanakan sosialisasi

9 Tersedianya bro su r,b ann er  dan  stiker  terka i t  pen cegahan  
dan p en anganan  po rn ografi anak.

Sosialisasi Melaksanakan promosi terkait pencegah an dan  
penangan an porno grafi  an ak.

10 Terwujud nya  koo rd in as i  juga  h armonisas i  dan  
perubahannya  agar  praktik penanganan po rn ografi anak 
optimal  d engan Lembaga- Lembaga terka i t  d iantaranya  
Kemenko  Polh ukam,  Kemendikb ud,  Kemen PPA ,  
Kemensos ,  Kemenko minfo,  Kemen ku mh am d an KPAI

Surat  Dukungan Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait
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Milestone Proyek Perubahan
Jangka Menengah

KEGIATAN Sub Kegiatan
Bulan

OUTPUT PERAN PROJECT LEADER STAKEHOLDER
Nov
2024

Des
2024

Jan
2025

Feb
2025

Mar
2025

Apr
2025

Adanya MoU antara  D i r ti p i d s i b e r  B a r e s k r i m  

P o l r i  d e n g a n  K e m e n te r i a n / L e m b a g a  

te n t a n g  p e n c e g a h a n  d a n  p e n a n ga n a n  

p o r n o g ra fi  a n a k

a. Sosialisasi SOP te n t a n g  

p e n c e g a h a n  d a n  p e n a n ga n a n  

p o r n o g ra fi  a n a k

         
  Undangan, bahan sosialisasi, 

notulen sosialisasi
Memimpin jalannya rapat  kementerian/Lembaga Terkait, Project Leader, 

Tim Efektif

  b. Pembuatan Laporan Hasil Sosialisasi
         

  Notulen, Laporan Mengarahkan tim efektif  Project Leader, Tim Efektif

 

Milestone Proyek Perubahan
Jangka Panjang

KEGIATAN Sub Kegiatan

Bulan

OUTPUT PERAN PROJECT LEADER STAKEHOLDER
Tahun 2025 Tahun 2026

Mei- 
Jun 

2025

Jul- 
Ags 

2025

Sep- 
Okt 

2025

Nov- 
Des 

2025

Jan- 
Feb 

2026

Mart- 
Apr 

2026

Te r c a p a i n y a  p e l a y a n a n  B a r e s k r i m  P o l r i  

k h u s u s n y a  D i r e k t o r a t  T i n d a k  P i d a n a  

S i b e r  b e r b a s i s  I T  y a n g  t e r s e l e n g g a r a  

d e n g a n  c e p a t ,  t e p a t ,  a k u r a t ,  

t r a n s p a r a n ,  a k u n t a b e l ,  i n f o r m a ti f  d a n  

m u d a h  d i a k s e s

a.   a. Pembuatan  MoU Kapolri c.q 
Kabareskrim

           

 MoU Berkordinasi dengan Dirtipidsiber dan 
mengarahkan Tim Efektif Project Leader, Tim Efektif, Dirtipidsiber 
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Capaian Implementasi 
Proyek Perubahan
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Terbentuknya
 Tim Efektif

Dalam mewujudkan pelaksnaan implementasi 

proyek perubahan ini perlu pembentukan tim yang 

efektif  yang merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam pelaksanaan setiap tahapan 

untuk mencapai tujuan dengan bimbingan mentor 

sehingga mampu memberikan dampak nyata 

dalam melindungi anak-anak Indonesia dari 

ancaman eksploitasi dunia maya.

Dengan disetjui konsep proyek perubahan ini 

diterbitkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana 

Siber Bareskrim Polri
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Membangun Komitmen 
Bersama 

Stakeholder Internal & 
Eksternal

Keberhasilan proyek 

perubahan ini sangat 

bergantung pada keterlibatan 

dan komitmen berbagai 

stakeholder, baik internal 

maupun eksternal. Kerja sama 

yang solid antara pihak-pihak 

terkait akan memastikan 

implementasi strategi yang 

efektif  dalam mencegah dan 

menangani pornografi anak 

secara daring

Membangun komitmen 

bersama ini akan menciptakan 

sinergi yang kuat, sehingga 

proyek perubahan dapat 

berjalan secara optimal dan 

memberikan dampak nyata 

dalam perlindungan anak-

anak Indonesia dari ancaman 

eksploitasi dunia maya.
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Stakeholder Internal
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Stakeholder Eksternal
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Kesiapan Sarana & 
Prasarana IT

Penggunaan sarana dan prasarana 

teknologi informasi (IT) yang mumpuni 

merupakan komponen krusial dalam 

proyek ini. Efektivitas pencegahan dan 

penanganan pornografi anak secara 

daring sangat bergantung pada 

infrastruktur teknologi yang canggih, 

terintegrasi, dan mampu mendukung 

investigasi serta pencegahan kejahatan 

secara real-time

Dengan kesiapan sarana dan prasarana 

IT yang memadai, proyek ini diharapkan 

mampu menciptakan ekosistem digital 

yang lebih aman dan ramah anak, 

sekaligus memberantas pornografi anak 

secara daring dengan efektif.
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Terlaksananya pelatihan peningkatan 
kemampuan penyidik

Pelatihan peningkatan kemampuan 

penyidik merupakan langkah 

strategis dalam proyek perubahan 

ini untuk memastikan bahwa seluruh 

personel memiliki kompetensi yang 

memadai dalam menangani kasus 

pornografi anak secara daring. 

Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan teknis, 

keterampilan investigasi digital, dan 

pemahaman hukum yang relevan 

sehingga dalam melakukan 

penyidikan paham bagaimana 

melakukan serangkaian kegiatan 

penyidikan sampai dengan selesai.
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Terlaksananya pelatihan peningkatan 
kemampuan penyidik

Pelatihan peningkatan kemampuan 

penyidik merupakan langkah 

strategis dalam proyek perubahan 

ini untuk memastikan bahwa seluruh 

personel memiliki kompetensi yang 

memadai dalam menangani kasus 

pornografi anak secara daring. 

Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan teknis, 

keterampilan investigasi digital, dan 

pemahaman hukum yang relevan 

sehingga dalam melakukan 

penyidikan paham bagaimana 

melakukan serangkaian kegiatan 

penyidikan sampai dengan selesai.
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Penyiapan Petunjuk Teknis 
(SOP) &FGD
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Implementasi Strategi 
MarketingProduct
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BERIKUT JUMLAH PENEGAKAN HUKUM (REPRESIF) 
PORNOGRAFI (KORBAN ANAK) YANG BERHASIL DIUNGKAP 

DIREKTORAT SIBER & POLDA JAJARAN

JUMLAH KASUS DARI TGL 30 
SEPTEMBER 2024 DIMULAINYA 
SATGAS PORNOGRAFI ANAK, 
TELAH BERHASIL MENGUNGKAP 
43 KASUS DENGAN JUMLAH 
TERSANGKA SEBANYAK 55 
ORANG

ADAPUN SATKER YANG SUDAH MELAKUKAN GIAT REPRESIF/ 
PENGUNGKAPAN, ANTARA LAIN:

DIREKTORAT SIBER (  4 KASUS, 7 TERSANGKA) 
POLDA JATENG (  2 KASUS, 2 TERSANGKA )  
POLDA PAPUA BARAT (  1 KASUS, 1 TERSANGKA 
)  POLDA JATIM (  8 KASUS, 8 TERSANGKA )  
POLDA METRO JAYA (  4 KASUS, 4 
TERSANGKA )  POLDA RIAU (  2 KASUS, 2 
TERSANGKA )
POLDA DIY (  2 KASUS, 2 TERSANGKA )

POLDA KALTENG (  10 KASUS, 18 
TERSANGKA )  POLDA JABAR (  1 KASUS, 1 
TERSANGKA )  POLDA SUMSEL (  2 KASUS, 2 
TERSANGKA )  POLDA KEPRI (  2 KASUS, 2 
TERSANGKA )  POLDA BALI (  2 KASUS, 2 
TERSANGKA )  POLDA SULSESL (  1 KASUS, 1 
TERSANGKA )  POLDA NTB (  1 KASUS, 2 
TERSANGKA )  POLDA kALBAR (1 KASUS, 1 
TERSANGKA)

19 DIREKTORAT SIBER BARESKRIM POLRI

Price Terbentuknya Satgas Anak
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Place
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Promotion
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Costumer



23 PKN TK. II ANGKATAN XXXI TA. 2024

Strategi Pengembangan Kompetensi 
Dalam Adopsi Proper

Pengembangan kompetensi merupakan aspek penting dalam proyek perubahan ini 

untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, terutama penyidik dan tim pendukung, 

memiliki keahlian yang memadai untuk mencegah dan menangani pornografi anak 

secara daring. Implementasi strategi ini melibatkan pelatihan berkelanjutan, peningkatan 

kapasitas teknologi, dan pendekatan multidisiplin untuk mengatasi tantangan di dunia 

maya
Dengan implementasi strategi ini, proyek perubahan diharapkan dapat menciptakan 

sistem penanganan kejahatan yang lebih tangguh, terutama dalam melindungi anak-anak 

dari ancaman pornografi daring.



Menuju organisasi 
yang adaptif

Edukasi Stakeholder
Mengadakan pelatihan, seminar atau 

workshop untuk memperkenalkan 
penggunaan teknologi informasi dalam 

pengelolaan data pencegahan dan 
penanganan pornografi anak secara 

daring

01

02 Pelibatan Stakeholder
Transparan dalam pengelolaan 
pencegahan dan penanganan 

pornografi anak secara daring untuk 
memberikan informasi mengenai 

pelayanan dumas pencegahan dan 
penanganan pornografi anak secara 

daring03 Manajemen Pengetahuan
Berkolaborasi dengan ahli-ahli dalam 
bidang pencegahan dan penanganan 

pornografi anak secara daring dan 
teknologi informasi untuk 

mengembangkan pengelolaan 
pencegahan dan penanganan pornografi 

anak secara daring yang lebih baik

Kampanye Perubahan 06
Menyebarkan informasi terkait 

perubahan dan kemajuan proyek 
perubahan melalui sosial media maupun 

melalui rapat

05Evaluasi Berkala
Untuk mengukur kemajuan pencegahan 
dan penanganan pornografi anak secara 

daring, mengevaluasi kinerja 
stakeholder dan mengidentifikasi dumas 

pencegahan dan penanganan 
pornografi anak secara daring secara 

berkala 04Keterbukaan Informasi
Melakukan koordinasi rutin antar 
kelompok kerja lintas unit kerja

02

Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

24
PKN TK. II ANGKATAN XXXI TA. 2024



25 PKN TK. II ANGKATAN XXXI TA. 2024

Pemetaan Sikap Perilaku 
KepemimpinanSebelum Sesudah
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Strategi Pengembangan Diri

No Panduan Intervensi Panduan Intervensi Pengembangan Kompetensi

1 Integritas

Kemampuan dalam menetukan tindakan, 
arahan, atau keputusan tertentu yang 
didahului dengan pertimbangan 
berdasarkan data maupun informasi relevan 
pada situasi yang mengandung risiko bagi 
kepentingan diri maupun organisasi

Mengembangkan sikap 
kepemimpinan yang mampu 
menginspirasi, memotivasi dan 
membimbing individu maupun 
kelompok dalam menghadapi 
perubahan serta berdedikasi dalam 
melaksanakan tugas

2 Kerjasama

Kemampuan dalam membangun hubungan 
komunikasi, koordinasi, serta interaksi social 
lainnya dengan pihak-pihak internal 
organisasi maupun eksternal dalam rangka 
menunjang kelancaran kinerja serta proses 
bisnis organisasi

Mengelola perubahan melalui 
pelatihan, workshop, atau program 
pengembanan diri bidang 
transformasional leadership lainnya 
kepada seluruh tim dalam 
pelaksanaan kolaborasi proyek 
perubahan khususnya bagian 
Dirtipidsiber Mabes Polri

3 Pengelolaan 
Perubahan

Kemampuan dalam beradaptasi dan 
mengatasi perubahan serta 
mengembangkan inovasi dan kreativitas 
untuk dapat memberikan dampak positif 
bagi diri pribadi dan organisasi

Menginspirasi, memotivasi dan 
membimbing individu maupun 
kelompok menghadapi perubahan 
khususnya Dirtipidsiber Mabes Polri

 



SEBELUM
Promotor

Defenders

Latents

Apathetics

Influence (+)

Influence (-) Influence (+)

Influence (-)

1.Kementerian Koordinator 
Bidang Poli t ik,  Hukum dan 
Keamanan RI

2.Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi RI

3.Kementerian Komunikasi  dan 
Informatika RI

4.Kementerian Pemberdayaan
5.Perempuan dan Perl indungan 

Anak RI 
6.Kementerian Sosial  RI
7.Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manuasia RI
8.Komisi  Perl indungan Anak 

Indonesia (KPAI)

• Masyarakat

1.Kabareskrim Polri
2.Direktur Tipidsiber 

Bareskrim Polri
3.Kepala 

Subdirektorat 
Tipidsiber 
Bareskrim Polri

1.Tim Efektif
2.NGO (Non-

Governmental  
Organizat ion)

SESUDAH
Promotor

Defenders

Latents

Apathetics

Influence (+)

Influence (-) Influence (+)Influence (-)

1. K a b a re s k r i m  P o l r i

2. D i re k t u r  T i p i d s i b e r  B a re s k r i m  P o l r i

3. K e p a l a  S u b d i re k t o ra t  T i p i d s i b e r  

B a re s k r i m  P o l r i

4.  T i m  E f e k t i f

5. N G O ( N o n - G o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n )

6. Kementerian Koordinator Bidang Polit ik,  

Hukum dan Keamanan RI
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  

dan Teknologi  RI
8. Kementerian Komunikasi dan Informat ika RI
9. Kementerian Pemberdayaan
10. Perempuan dan Perl indungan Anak RI 
11. Kementerian Sosial  RI
12. Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia RI
13. Komisi Perl indungan Anak Indonesia (KPAI)

• Masyarakat
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Strategi Komunikasi

Promotors

Latents

Defenders

Apathetics

N
o

Kelompok 
Stakeholder

Strategi 
Komunikasi

Koordinasi

Focus Grup Discussion
Konsultasi

Koordinasi
Edukasi

Audensi
Edukasi

1

2

3

4

Project Leader Project Leader

Peta Stakeholder
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Keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan

Subjek Rencana Aksi

Project 
Leader

• Sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring kepada Jajaran Polda (Rencana Jangka 

Menengah) 

•  Peyusunan draft MoU pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring (Rencana Jangka Panjang)

•  Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan SDM yang melaksanakan pencegahan dan penanganan pornografi 

anak secara daring berbasis teknologi informasi di Polda Jajaran (Rencana Jangka Panjang)

• Monitoring dan evaluasi implementasi SOP pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring dan MoU 

pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring di Polda Jajaran (Rencana Jangka Panjang)

Tim Efektif • Penyelenggaraan Sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring ke Polda 
Jajaran (Rencana Jangka Menengah)

• Melakukan sosialisasi melalui media sosial secara berkala (Rencana Jangka Menengah)
• Monitoring dan evaluasi implementasi Draft MoU pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring 

melalui kegiatan FGD di Polda Jajaran (Rencana Jangka Panjang)
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Keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan
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Mata Pelajaran Pilihan 

DUKUNGAN MENGGUNAKAN BIG DATA 
DALAM MENGANALISIS SUATU 

PERMASALAHAN

Dengan adanya dumas secara online 
terkait pornografi anak maka diperlukan 
sarana dan prasarana berupa database 
yang didapat dari stakeholders eksternal & 
NGO untuk dilakukan analisis dalam 
melakukan pengungkapan suatu perkara 
dan memberikan pelayanan yang 
transparan, cepat, akuntabel 

DUKUNGAN BADAN HAK ASASI MANUSIA

Melalui Lembaga Hak Asasi Manusia 
diantaranya Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan perlindungan dan 
pemenuhan hak anak ketika berhadapan 
dengan hukum baik sebagai korban 
maupun pelaku dalam hal ini terkait dengan 
pornografi anak. 

DUKUNGAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

Dengan adanya peraturan perundang-
undangan yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum terkait 
perbuatan pelaku pornografi anak sehingga 
korban mendapatkan pelayanan dan 
keadilan dalam penengakan hukum



Terima Kasih
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